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PENETAPAN
Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA.Sbga
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di Jalan
XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga
Sambas, Kota Sibolga, disebut sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Jualan Kelapa, tempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga,
disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1
November 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor
0108/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Rabu,

tanggal 7 Oktober 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor
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549/37/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lima Puluh, Kabupaten Asahan, tanggal 6 Mei 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat, di XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, selama lebih
kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal
berpindah-pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di
Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas,
Kota Sibolga;

4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di
karuniai anak 4 (empat) orang, yang masing-masing bernama :

4.1. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 16 tahun;

4.2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 17 tahun;

4.3. ANAK KETIGA, perempuan, umur 15 tahun;

4.4. ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 11 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut di atas tinggal bersama dengan
Penggugat;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat berlangsung sampai dengan tahun 2011 karena
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

3. Tergugat sering memukul dan menyakiti Penggugat;
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6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Oktober 2016,
ketika itu Penggugat menanyakan perihal Tergugat dengan wanita lain
tersebut, tetapi Tergugat langsung marah dan terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian
perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan
ongkos-ongkos yang timbul;

10.Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan
bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama
Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim
Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan
memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri ke
persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dalam setiap
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persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat
agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 9 November 2016 tersebut atas
nasehat Majelis Hakim, Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan
akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dan mohon
agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah
tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam
ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan
tersebut telah ternyata berhasil membuat Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar
diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum
Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip
doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1841
K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut

gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan
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berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada
persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut
gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka
Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi
kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya
dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (vide Olden Bidara, S.H. dan
Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam
berita acara persidangan tanggal 9 November 2016 ternyata Penggugat dalam
perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara
berlangsung sehingga pencabutan perkara diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa
pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor
0108/Pdt.G/2016/PA-Shga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 9 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Media Rinaldi, M.A
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sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan
Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.l, MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh Khamami, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat.
KETUA MAJELIS,
Drs. Media Rinaldi, M.A
HAKIM ANGGOTA |, HAKIM ANGGOTA I,
Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.l, MH
PANITERA,
Khamami, S.Ag
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 120.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 211.000

(dua ratus sebelas ribu rupiah)
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